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Tesisini membahas mengenai keabsahan perjanjian perkawinan dibawah tangan yang disahkan oleh notaris
terhadap pihak ketiga dan harta perkawinan dalam perkawinan campuran dengan Studi Putusan Pengadilan
Tinggi DKI. Jakarta Nomor 477/PDT/2019/PT.DKI. Putusan tersebut menyatakan bahwa pengesahan
perjanjian perkawinan tidak berlaku terhadap pihak ketiga dan harus dikesampingkan, oleh karenaitu
penulistertarik untuk membahas dalam tesis ini mengenai akibat hukum terhadap pihak ketigayang
tersangkut serta mengenai keabsahan dari harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan tersebut.
Untuk menjawab pemasal ahan tersebut digunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian
deskriptif analitis. Adapun analisis data dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute apprach) dan
pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian ini perjanjian perkawinan dibawah tangan
yang dibuat oleh para pihak sah dan mengikat para pihak dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan, yang memperbolehkan dibuatnya dalam bentuk dibawah tangan dan ketentuan
diadakan setelah perkawinan dapat dibenarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XI111/2015 tertanggal 27 Oktober 2016, perjanjian perkawinan tidak dimaknal sebagal perjanjian yang dibuat
sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung
(postnuptial agreement). Oleh karena Para Pihak yang ternyata sudah bercerai, maka akta pengesahan
perjanjian kawin dibawah tangan yang disahkan Notaris (akta authentik) menjadi “tidak mempunyai nilai
pembuktian dan harus dikesampingkan”. Adapun Perjanjian Kawin dibawah tangan tersebut tidak
didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan sehingga hanya berlaku secaraintern (suami-istri) dan selama
belum didaftarkan terhadap pihak ketiga beranggapan perkawinan itu masih sah dengan kebersamaan harta
perkawinan. Adanya kebersamaan harta dalam perkawinan campuran, WNI yang menikah dengan WNA
tidak diperbolehkan memiliki Hak Milik atas tanah berdasar ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA).

...... Thisthesis discusess about the legal validity of aprenuptial agreement under-hand which was ratified
by aNotary to athird party and marital asset in intermarriage based on DK Jakarta High Court Judgement
case number 477/PDT/2019/PT.DKI. The decided that the legalization of the marriage agreement does not
apply toward athird party and must be ruled out, therefore the autor is interested in discuss the legal
consequences of the third party involved and the validity of the marital asset that is obtained during the
marriage. To solve these problems, a normative juridical method with atypology of descriptive analytical
was used. The data analysis was carried out using a statute approach and a case approach. Based on the
result of this research show that an under-hand marriage agreement made by legitimate parties and binds the
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parties with the condition of section 29 subsection (1) of the Marriage Law, which allowsit to be made
under hand and provisions to be held after marriage can be justified based on the Constitutional Court
Decision Number 69 / PUU-XI1 / 2015 dated 27 October 2016, where the marriage agreement is not
interpreted as an agreement made before marriage (prenuptial agreement) but can also be made after the
marriage takes place (postnuptial agreement). Because the parties are aready divorced, the deed of
ratification of the marriage agreement under-hand of a Notary (authentic deed) become “.. doesn’'t have the
value of evidentiary and must be ruled out”. The marriage agreement under-hand is considered not validated
by amarriage registrar or anotary that isonly valid internally (husband-wife) and aslong asit has not been
registered with athird party it is consider that the marriage is still valid with togetherness of marital assets.
The existence of togetherness of assetsin intermarriages means that Indonesian citizens who are married to
foreigners are not allowed to have ownership rights to land based on the provisions of the Basic Agrarian
Law (UUPA).



